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Abstract. Terrorism is a crime that is categorized as an extraordinary crime and is 

also categorized as a crime against humanity or crimes against humanity. The aim of 

this research is to protect children's rights from perpetrators of criminal acts of 

terrorism based on Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning 

Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection. The method 

in this research is a normative juridical and statutory approach. Based on the research 

results, legal protection for children from perpetrators of criminal acts of terrorism 

based on Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning 

Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, means that 

children involved in criminal acts of terrorism are actually victims. 
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Abstrak. Terorisme adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar 

biasa (extraordinary crime) dan juga dikategorikan sebagai kejahatan terhadap 

kemanusiaan atau crime against humanity. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dari pelaku tindak pidana terorisme 

dan menganalisis cara melindungi hak anak dari pelaku tindak pidana terorisme 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahu 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan undang-

undang. Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap anak dari pelaku 

tindak pidana terorisme didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak, ialah anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme 

sebenarnya merupakan korban. 

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Anak, Tindak Pidana Terorisme   
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A. Pendahuluan 

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan anak, kewajiban negara 

terhadap warga negara pada dasarnya memberikan kesejahteraan hidup dan keamanan lahir dan 

batin menurut sistem negara yang demokratis. Perlindungan terhadap anak harus ditempatkan 

pada skala prioritas negara, dikarenakan anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan anak 

memerlukan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang dapat 

menimbulkan kerugian secara fisik, psikis dan sosial. Maka dari itu sangat perlu perlindungan 

hukum terhadap anak sehingga tercapainya kesejahteraan anak. 

Anak-anak dalam perkembanganya sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang 

merawatnya. Oleh karena itu untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, anak 

mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi, anak juga diharapkan dapat 

memperoleh kesejahteraan yaitu terjaminnya pertumbuhan dan perkembangan anak dengan baik 

secara rohani, jasmani dan sosial dalam tata kehidupan dan penghidupan di tengah-tengah 

Masyarakat.  

Secara Sosiologi anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial 

masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus modal pembangunan yang 

diyakini mampu membuat perubahan secara lebih kreatif, sederhana dan ringkas. Disamping 

itu, anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama dengan 

keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan 

memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya. Hal ini 

telah tertuang dalam UU No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan Atas Undang-undang 

No 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut dinyatakan 

bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas 

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Perlindungan terhadap anak harus ditempatkan pada skala prioritas negara, dikarenakan 

anak tidak bisa melindungi dirinya sendiri dan anak memerlukan perlindungan dari kesalahan 

penerapan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan kerugian secara fisik, psikis 

dan sosial. Maka dari itu sangat perlu perlindungan hukum terhadap anak sehingga tercapainya 

kesejahteraan anak. 

Terorisme adalah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa 

(extraordinary crime) dan juga dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan atau 

crime against humanity. Sasaran awal dari terorisme telah dipilih, yang awal mulanya hanya 

berskala kecil dan lokal dan berada dalam kerangka low intensity conflict. Tindak pidana 

terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrat melekat 

dalam diri manusia yaitu hak untuk hidup dan hak untuk merasa aman dan nyaman. Pengakuan 

terhadap hak asasi manusia merupakan salah satu perwujudan dari konsep negara hukum yang 

diatur di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Sebelum amandemen terhadap UUD 

1945, pengakuan atas hak asasi manusia diatur di dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945. 

Anak dari pelaku terorisme adalah korban yang tidak bersalah dalam konflik dan 

kekerasan yang dilakukan oleh orang tua mereka. Anak-anak ini mengalami situasi yang sangat 

sulit dan berbahaya, di mana mereka mungkin hidup dalam kondisi yang tidak stabil, terancam 

oleh kekerasan. Anak-anak yang merupakan korban dari pelaku terorisme seringkali mengalami 

trauma yang serius dan bahkan dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan mental dan 

emosional mereka. Mereka dapat mengalami rasa takut, kecemasan, kesepian, dan masalah 

emosional lainnya sebagai akibat dari situasi yang mereka hadapi. 

Pemerintah dan masyarakat harus memberikan perhatian khusus pada anak-anak yang 

menjadi korban dari pelaku terorisme. Tindakan perlindungan dan rehabilitasi harus dilakukan 

untuk membantu anak-anak ini pulih dari trauma yang mereka alami dan memulihkan kesehatan 

mental mereka. Pendidikan dan dukungan psikologis juga harus diberikan untuk membantu 

anak-anak ini memahami situasi yang mereka alami dan memberikan mereka alat untuk 

mengatasi masalah yang mereka hadapi. Pemerintah juga harus melakukan tindakan pencegahan 

untuk mencegah anak-anak menjadi korban terorisme di masa depan. Ini termasuk dengan 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya terorisme dan memberikan dukungan 

kepada keluarga yang berada dalam situasi yang rentan terhadap pengaruh terorisme.  
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Kasus penangkapan delapan terduga teroris tersebut di enam desa dalam Kabupaten 

Aceh Tamiang. Tiga di tangkap di desa sidodadi, sementara lima lainya masing masing 

ditangkap di desa  Karang Jadi. Sementara satu lagi yaitu RSS (35), warga Dusun Famili, Desa 

Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang. Dari penangkapan pelaku terorisme 

tersebut DUA komunitas sosial, Forum Berbagi Ilmu Indonesia (FBII) Aceh Tamiang dan 

Investasi Silaturahmi Tamiang (Ivsat), Jumat (30/9/2022), melakukan kunjungan Kampung 

Sidodadi, Kecamatan Kejuruanmuda, Aceh Tamiang, untuk mengunjungi salah satu keluarga 

terduga teroris yang ditangkap Densus 88/AT pada Juli 2022 lalu. 

Berdasarkan hasil silaturahmi tersebut, beber Siska, ditemukan beberapa hal yang 

dianggap perlu perhatian bersama, khususnya unsur Pemkab Aceh Tamiang. keluarga mendapat 

perlakuan diskriminatif dari masyarakat Diskriminasi ini berupa tindakan pembulian terhadap 

anak dari tersangka terorisme di sekolah, selain itu bagi keluarga tersangka yang menjadi 

pengajar pada PPIT Al-Hidayah, berpotensi dikeluarkan dari sekolah dan ini akan berdampak 

pada penghasilan keluarga, Tidak hanya di tamiang beberapa tahun ke belekang pun banyak 

sekali kasus seperti ini seperti Putra sulung Amrozi, pelaku Bom Bali I, selalu ditolak ketika 

melamar pekerjaan karena dianggap sebagai keluarga teroris. Kondisi ini akhirnya rentan 

membuat mereka tetap berada pada jerat kemiskinan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis merasa tertarik untuk mencoba menguraikan 

masalah tentang perlindungan hukum kepada anak pelaku terorisme yang menjadi korban 

pembullyan dan terancam menjadi penganggran dalam bentuk proposal yang berjudul 

“Perlindungan Anak dari  Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berdasarkan Undang – Undangn 

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang - Undang No 4 tahun 1979 

Tentang Kesejahteraan Anak” 

B. Identifikasi Masalah 

Bagaimana perlindungan anak dari pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-Undang 

Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak? 

Bagaimana cara melindungi hak anak dari pelaku tindak pidana terorisme?  

C. Metodologi Penelitian 

Metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif, artinya hanya dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau  data sekunder yang bersifat hukum. Oleh karena itu data yang 

dipergunakan adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dan kajian bahan-bahan Pustaka. 

Metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yuridis normatif ini mengutamakan 

pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan dalam penelitian ini 

akan melihat kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan realita yang ada di lapangan 

mengenai Perlindungan Anak. 

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bagaimana perlindungan anak dari pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang-

Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak? 

Perlindungan anak dari pelaku tindak pidana terorisme menurut Undang – Undang Nomor 35 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Anak sebagai keluarga darielaku tindak pidana 

terorisme perlu diberikan perlindungan dan pengayoman karena keterlibatan sosok yang 

dikategorikan sebagai anak, berada dalam jaringan terorisme cukup banyak.  

Menurut penulis dalam melindungi anak yang terlibat terorisme, terdapat ketidak-

sinkronan antara peraturan yang ada. Peraturan perundangan yang telah ada lebih mengarah 

kepada perlindungan anak sebagai pelaku, anak sebagai korban langsung. Seharusnya 

perlindungan diberikan kepada semua yang disebut sebagai anak korban jaringan terorisme 

yakni anak korban, anak pelaku, anak dari pelaku dan anak saksi. Status anak dari pelaku tindak 

pidana terorisme sebagai korban harus diperjelas disetiap peraturan yang mengatur terkait 

perlindungan anak dan tindak pidana terorisme agar tidak simpang siur dan untuk menjamin 

kepastian hukum terhadap anak tersebut. 
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Perlindungan yang diberikan pada semua anak pada umumnya sama, yakni 

perlindungan di bidang agama, kesehatan, pendidikan dan sosial. Namun dalam situasi dan 

kondisi tertentu anak perlu diberikan suatu perlindungan khusus untuk mendapatkan jaminan 

rasa aman terhadap ancaman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam 

tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus ini di dalam pengaturannya yakni Pasal 59 ayat (1) 

dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak diwajibkan kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah 

dan lembaga negara lainnya. Dimana di huruf j Pasal 59 ini menyebutkan bahwa salah satu anak 

yang dilindungi secara khusus yakni anak korban jaringan terorisme. 

Kewajiban  dan  tanggung  jawab  negara  dan pemerintah terhadap penyelenggaraan 

perlindungan  anak,  ditegaskan  dalam  Pasal  21 sampai  Pasal  25,  yang  meliputi  kewajiban  

dan tanggung jawab: 

1. menghormati  dan  menjamin  hak  asasi setiapanak  tanpa  membedakan suku, agama,   

ras,   golongan,   jenis   kelamin, etnik,  budaya  dan  bahasa,  status  anak, urutan  

kelahiran  anak  dan  kondisi  fisik dan/atau mental (Pasal 21); 

2. memberikan    dukungan    sarana    dan prasaran dalam penyelenggaraan perlindungan 

anak (Pasal 22); 

3. menjamin  perlindungan,  pemeliharaan, dan     kewsejahteraan     anak     dengan 

memeperhatikan   hak   dan   kewajiban orang  tua,  wali  atau  orang  lain  yang secara     

hukum     bertanggung     jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan    

perlindungan    anak (Pasal 23); 

4. menjamin  anak  untuk  mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat    sesuai    

dengan    usia    dan tingkat kecerdasan anak (pasal 24). 

Penerapan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum  yang 

dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum, menjadi tanggungjawab negara sebagaimana 

diatur dalam Pasal 64 UU Perlindungan Anak yaitu : 

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai martabat dan harkat anak  

2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini  

3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus  

4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak 

5. Pemantauan dan pencatatan secara terus menerus terhadap perkembangan anak yang 

berhadapan dengan hukum  

6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; 

dan  

7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan menghindari labelisasi 

 

Bagaimana cara melindungi hak anak dari pelaku tindak pidana terorisme? 

Perlindungan anak merupakan hal-hal yang dilakukan untuk menjamin anak memperoleh hak-

haknya sehingga dapat hidup, tumbuh, dan berpartisipai sesuai dengan hak kemanusiaan. 

Perlindungan anak juga bertujuan untuk menjamin anak dalam memperoleh perlindungan dari 

kekerasan dan dikriminasi UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan, 

perlindungan khusus terhadap anak merupakan perlindungan yang diberikan kepada anak 

dengan keadaan khusus, seperti penyandang disabilitas, anak sebagai korban pengungsian, 

korban kekerasan, korban eksploitasi, korban penelantaran, anak yang berhadapan dengan 

hukum, dan anak yang terisolasi. 

Perlindungan Hak Anak Dari Pelaku Terorisme dalam perlindungan anak, jika dibahas 

mengenai hak adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau 

melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip 

tidak dapat dituntut secara paksa oleh pihak lain. Bahwasanya hak dan kewajiban merupakan 

satu kesatuan yang tak terpisahkan,dimana ada hak disana ada kewajiban. Perlindungan 

anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 

hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 

martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

Anak dari pelaku tindak pidana terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, 

melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, 
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propaganda dari ajakan orangtua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi 

secara khusus. Anak seperti ini hanya manus ministra, tidak boleh dipidana penjara, melainkan 

harus diedukasi, diberi konseling, direhabilitasi dan pendampingan sosial. 

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) tentang Perlindungan Anak 

yang berbunyi: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi 

anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal 

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 

dan diskriminasi.  

Berdasarkan Analisa penulis bahwa dalam hak-hak anak dari pelaku tindak pidana 

terorisme merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan, anak dari pelaku tindak pidana 

terorisme bukan sebagai pelaku tindak pidana karena dalam kasus tindak kejahatan terorisme 

anak sebagai korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh orang tuanya sebagai pelaku 

tindak pidana terorisme. Oleh karena itu hak – hak anak dalam perlindungan anak justru periu 

dilingdungi dan diperhatikan 

E. Kesimpulan 

Anak dari pelaku tindak pidana terorisme tidak bisa dianggap sebagai pelaku kejahatan, 

melainkan korban kejahatan, korban jaringan terorisme, korban doktrin, eksploitasi pemikiran, 

propaganda dari ajakan orangtua atau orang dewasa di sekitarnya sehingga harus dilindungi 

secara khusus. Dalam memberikan perlindungan kepada anak maka haruslah sesuai dengan 

asas-asas yang telah ditentukan dalam perlindungan sesuai dengan undang-undang Nomor 35 

Tahun 2014 pengganti undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yaitu seperti asas 

nondiskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, dan asas 

penghargaan. Oleh karena itu, anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme sebenarnya 

merupakan korban. Sehingga anak dalam kasus ini seharusnya diberikan perlindungan hukum. 
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